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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi, komunikasi

serta informasi menyebabkan batasan antar negara tidak lagi menjadi suatu

hambatan dan dapat dilakukan secara mudah serta cepat. Perkembangan tersebut

tentu saja mempengaruhi perkembangan kejahatan beserta modus operandinya

yang canggih sehingga upaya penanggulangannya membutuhkan suatu kerjasama

antar negara.12 Pemerintah sebagai bagian dari masyarakat internasional

membentuk suatu kerjasama, sebagia salah satu upaya dalam menjalankan

fungsinya. Dalam proses pembentukan kerjasama diperlukannya hubungan yang

harmonis di dalam masyarakat internasional3 yang terceminkan adanya hubungan

saling ketergantungan dari masyarakat internasional.4

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Transparency International

Indonesia (TII) yaitu sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk

1. Firdaus, Jurnal Penelitian Hukum LIPI : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, dikutip dari International
Assistance, 2017, hlm 354. pada https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/d/303 (31 Januari
2021 Pukul 13:30 WIB)
2 . Firdaus, Jurnal Penelitian Hukum LIPI : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, dikutip dari International Assistance,
2017, hlm 354. pada HYPERLINK
"https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/303"
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/d/303 (31 Januari 2021 Pukul 13:30 WIB)

3. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Central Authority Dan Mekanisme Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana, BPHN, Jakarta, 2012, hlm.
69. pada https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_1.pdf (29 Januari 2021 Pukul 10:00 WIB)

4. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal
Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation),
BPHN, Jakarta, 2019, hlm. 1 pada https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu__swiss.pdf (4
Februari 2021 Pukul 5:41 WIB)

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/303
https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_1.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu__swiss.pdf
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memerangi korupsi dengan skala 0-10075 kembali meluncurkan Indeks Presepsi

Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan 3 point dari tahun

sebelumnya yaitu 4 menjadi skor 37 dengan rangking 102 dari 108 negara di

dunia. Indeks tersebut merupakan hasil cerminan dari presepsi masyarakat

internasional dan nasional terhadap tingkat korupsi disuatu negara.76 Peringkat

yang cukup memperihatinkan dalam penanganan kasus Korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu: pencegahan,

pemberantasan dan pengembalian asset hasil korupsi (asset recovery) yang tidak

hanya difokuskan pada upaya pencegahan dan pemidanaan para koruptor saja,

tetapi meliputi tindakan pengembalian kerugian negara akibat dari kejahatan

tersebut. Selain itu upaya memidanaan tersangka saja tidak cukup, tetapi

diperlukan suatu langkah yang penting sekali dalam merampas kembali harta hasil

curian yang dikembalikan kepada negara. Upaya penanggulangan melalui

perampasan hasil tindak pidana khususnya yang berada diluar yuridiksi negara

tersebut tentulah mengalami kesulitan baik dari hal melacak (tracing), meyita

(forfeit) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (confiscate) setelah

adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.77

Korupsi dewasa ini telah berkembang secara pesat, sehingga

perkembangan korupsi dalam proses penegakkannya terkadang membutuhkan

75. Transparency International Indonesia (TII) mengklasifikasikan suatu Indeks Presepsi
Korupsi (IPK) dengan manggunakan skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih) dalam
memberikan skor IPK setiap tahunnya. diikutip dari berita CNNindonesia.com. “Ranking Indeks
Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 108” https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 28
Januari 2021. (31 Januari 2021 Pukul 15:25 WIB)

76. Adhi Wicaksono, “Rangking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari
108”, CNNIndonesia, 28 Januari 2021 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510
(31 Januari 2021 Pukul 15: 25 WIB)

77.Augustinus Pohan, Pengembalian Aset Kejahatan, Pusat Kajian Anti Korupsi FH
UGM, Yogyakarta, 2008. hlm.1

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180
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bantuan negara lain melalui kerjasama antar negara.78 Kerjasama adalah suatu

hubungan yang timbul dari komitmen yang terjalin untuk mensejahterakan

masyarakat guna kepentingan bersama. Konsep utama dalam kerjasama adalah

bagaimana usaha untuk pemenuhan kebutuhan pribadi diantara pihak yang

bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama yang

dilakukan.79

Kerjasama internasional merupakan proses diplomatik diantara dua negara

atau lebih yang memiliki landasan kepentingan yang sama. Kerjasama

internasional yang berlaku baik mengikat secara politik dan hukum tertuang di

perjanjian internasional untuk mengikat negara-negara yang membuat perjanjian

tersebut.80 Dalam proses kerjasama internasional negara para pihak harus saling

menghargai dan memperhatikan prinsip persamaan dalam menjalin kerjasama.

Pembentukan kerjasama juga dianggap sebagai salah satu keberhasilan dalam

memberikan jaminan kepastian hukum. Namun keberhasilan tersebut tidak

bersifat secara mutlak karena adanya prasyarat perjanjian. Artinya, tanpa adanya

perjanjian kerjasama, suatu proses penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan

timbal balik / resiprositas.81

78. Ibid.
79. Marulak Pardede, Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka

Kepentingan Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 7-8, pada https://bphn.go.id/data/documents/pdf (30
Januari 2021 Pukul 20:00 WIB)

80. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Central Authority Dan Mekanisme Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana, BPHN, Jakarta, 2012, hlm.
69. pada https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_1.pdf (29 Januari 2021 Pukul 10:00 WIB)

81. Asas Resiprositas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi,
yang meliputi 3 hal yaitu : (1) ada kepentingan politik yang sama , (2) ada keuntungan yang sama,
(3) ada tujuan yang sama, dan penghormatan atas asas “state souvereignty”. dalam
implementasinya asas resiprositas tidak memerlukan suatu bantuan (treaty) akan tetapi cukup
dengan “arrangement”saja yang berlaku atas dasar “on case by case basis” dalam ketentuannya
ditegaskan dalam UU Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang
dapat dilakukan tanpa prosedur “non-treaty based”, Dikutip dari Tiar Ramon, “Kebijakan Hukum

https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf
https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_1.pdf
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Kerjasama bantuan hukum timbal balik juga diperkuat dengan Instrumen

hukum berupa konvensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB yang

memberikan pengertiannya perihal kerjasama internasional terkhususnya megenai

korupsi. Salah satunya adalah Konvensi Anti Korupsi United Nations Convention

Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 kemudian di ratifikasi oleh

pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menyatakan bahwasanya

korupsi tidak lagi suatu kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara saja tetapi

dapat juga mempengaruhi perekonomian global dunia sehingga memerlukan suatu

kerjasama internasional antara negara untuk memberantasnya. Hal utama yang

menarik adalah di pembukaan konvensi tersebut yang menyebutkan tentang

permasalahan pengalihan asset yang memerlukan suatu kerjasama internasional

antar negara.82

Pemerintah sebagai organ negara, memiliki kewajiban untuk memelihara

dan menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum kepada setiap

warga negaranya. Melalui kerjasama internasional pemerintah telah menjalankan

kewajibannya dengan membentuk berbagai model perjanjian kerjasama sebagai

salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana.83 Saat ini dikenal beberapa

bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana antara lain,

Kerjasama di Bidang Esktradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas UU No.1
Tahun 1979”. tiarramon.com. Pada https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/17/ (2 Februari 2021
Pukul 13:20 WIB).

82. Republik Indonesia, UU Nomor 7, Tentang Pengesahan United Nations Convention
Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Bab 1, tahun
2003.

83. Tiarramon, Op.cit. hlm. 1.

https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/17/kebijakan-hukum-kerjasama-di-bidang-ekstradisi-dalam-era-globalisasi-kemungkinan-perubahan-atas-uu-no-1-tahun-1979/
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Ekstradisi, Perjanjian Pertukaran Informasi (Memorandum Of Understanding on

Exchange Information) Perjanjian Pemindahan Terpidana (Transfer Of Sentenced

Person), dan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance).84

Perbedaan kerjasama satu sama lain bahwasanya ekstradisi sendiri lebih

difokuskan kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang

berada pada yuridiksi negara lain dan juga dalam pelaksanaan ekstradisi memiliki

kendala yang bersifat prosedural. Sedangkan pertukaran informasi berkaitan

dengan penyelidikan serta penyidikan dalam suatu peristiwa pidana85 Kemudian,

perjanjian Transfer of Senteced Person adalah perjanjian mengenai pemindahan

seseorang yang sedang menjalani hukuman dibukan negara asalnya untuk

kemudian sisa hukuman dijalani di negara asalnya. Sedangkan bantuan hukum

timbal balik objek kerjasama nya dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan,

pemeriksaan dimuka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Indonesia sendiri dalam hal bantuan hukum timbal balik telah membuat perjanjian

kerjasama dengan beberapa negara yakni dalam lingkup ASEAN86 serta perjanjian

bilateral dengan Australia87 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif

84. Yunus Husein, Prespektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan
Hukum Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Makalah disampaikan pada
“Seminar Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), BPHN, Bandung,10
Agustus 2006, pada https://www.bphn.go.id/data/documents/pdf (31 Januari 2021 Pukul 13:22
WIB)

85. BPHN, Op.cit. hlm.70.
86. Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina,

Singapura, dam Vietnam bersepakat mengadakan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam
masalah pidana dengan membentuk Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminsl Matters
(Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang ditandatangani
pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penjelasan Umum Atas UU Nomor
15 Tahun 2008.

87. Republik Indonesia, UU Nomor 1, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik
Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty
Between Australia And The Republic Of Indonesia On Mutual Assistance In Criminal Matters),
Tahun 1999.

https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf
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dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan.88Adapun contoh

kasus korupsi Hendra Rahardja yang menyimpan aset kekayaan hasil tindak

pidana korupsi di Australia sebesar USD. 398,478,87 yang kemudian aset tersebut

dikembalikan ke Indonesia melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik.89

kemudian dengan Republik Rakyat China,90 bertujuan kedua negara menyadari

dampak negatif dari perkembangan suatu teknologi sehingga diperlukannya

kerjasama antarnegara yang efektif jika tidak segera ditangani akan merusak

hubungan antar kedua negara yang telah terjalin dengan baik.91 Lalu dengan Hong

Kong,92 membuat perjanjian kerjasama untuk menjaga hubungan baik maka

diperlukannya kerjasama yang efektif di bidang hukum.93 Lalu dengan Korea,94

perjanjian dibuat berdasarkan atas meningkatnya hubungan antara Pemerintah

Indonesia dengan Republik Korea yang telah menjalin kerjasama di bidang

ekonomi dan perdagangan untuk menjaga hubungan baik maka diperlukan

kerjasama efektif di bidang pidana.95 Kemudian dengan India,96 bertujuan untuk

88. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1999.
89. Irma sukardi, Op.cit, hlm. 78-82.
90. Republik Indonesia, UU Nomor 8, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik

Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana (Treaty Between Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters),
Pasal 1 Tahun 2006.

91. Penjelasan Umum Atas UU Nomor 8 Tahun 2006.
92. Republik Indonesia, UU Nomor 3, Tentang Pengesahan Persetujuan dan Pemerintah

Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal
Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Goverment Of The Republic Indonesia And
The Goverment Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The Peoples Republic Of
China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters), Tahun 2012.

93. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2012.
94. Republik Indonesia, UU Nomor 8, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik

Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
(Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal
Assistance In Criminal Matters), Tahun 2014.

95. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 2014.
96. Republik Indonesia, UU Nomor 9, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik

Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
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meningkatkan efektivitas kerjasama dalam penanggulangan dan pemberantasan

tindak pidana.97 Kemudian dengan Viet Nam,98 bertujuan sebagai upaya untuk

menjaga hubungan baik, maka di butuhkan suatu kerjasama yang efektif di dalam

bidang pidana.99 Lalu dengan Iran,100 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak

pidana101 selain itu, terdapat 100 warga negara Iran yang memiliki masalah hukum

dengan pemerintah Indonesia dengan berbagai macam isu permasalahan hukum

yang dihadapi.102 dan yang terbaru adalah dengan Swiss103 yang bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas kerjasama dalam bidang penanggulangan dan

pemberantasan tindak pidana.104 Swiss merupakan salah satu negara yang

memiliki sistem keamananan dan aturan kerahasian perbankan yang cukup

ketat.105 Salah satu contoh kasus Indonesia meminta bantuan hukum kepada Swiss

adalah kasus perkara pidana korupsi Eduardus Cornelis William Neloe yang

memiliki aset di Swiss sebesar US$5,2 juta di Bank Swiss. Pada saat itu, aset

(Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal
Assistance In Criminal Matters), Tahun 2014.

97. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 9 Tahun 2014.
98. Republik Indonesia, UU Nomor 13, Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam
(Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And
the Socialist Republic Of Viet Nam), Tahun 2015.

99. Lihat Penjelasan Umum, UU Nomor 13 Tahun 2015.
100. Republik Indonesia, UU Nomor 10, Tentang PengesahanPerjanjian Antara Republik

Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
(Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal
Assistance In Criminal Matters), Tahun 2019.

101. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 2019.
102. Firdaus, Op.cit. hlm. 352.
103. Republik Indonesia, UU Nomor 5, Tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan

Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss
(Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And
The Swiss Confederation), Tahun 2020.

104. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 2020.
105. Adi Wikanto, “Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia Untuk Simpan Hasil

Korupsi”, nasional.kontan.id, 15 Juli 2020 https://nasional.kontan.co.id/news/swiss- (3 Februari
2021 Pukul 20:34 WIB)

https://nasional.kontan.co.id/news/swiss-tak-lagi-aman-bagi-koruptor-indonesia-untuk-simpan-hasil-korupsi
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eduardus tidak dapat dibekukan karena ditolak oleh pemerintah Swiss dengan

alasan pembekuan tersebut tidak memiliki landasan hukum.106

Dari perjanjian bilateral yang dibuat oleh pemerintah indonesia, hampir

secara keseluruhan sebagai bentuk untuk meningkatkan efektivitas kerjasama

antar negara terkhususnya dalam bidang pidana. Namun dalam pelaksanaannya

belum tentu keseluruhan perjanjian kerjasama dilakukan. Adapun perjanjian

bantuan hukum timbal balik dalam hal perampasan hasil tindak pidana yang telah

dilaksanakan sampai selesai adalah dengan Australia. Australia sendiri sebagai

salah satu negara yang memiliki aturan keamanan cukup tinggi, membuat para

koruptor sering kali menyimpan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi

sekaligus tempat pelarian untuk menghindari proses peradilan.107

Kerjasama yang telah dibuat merupakan upaya pemerintah dalam

melakukan pemberantasan tindak pidana terkhususnya perampasan asset korupsi.

Besarnya jumlah harta kekayaan Warga Negara Indonesia yang berada di luar

negari mencapai Rp.11 Triliun di tahun 2016 dengan hampir keseluruhan tersebar

di negara yang memiliki keamanan perbankan yang cukup tinggi. Pemerintah

secara aktif membuat suatu perjanjian baik multiteral maupun bilateral khususnya

mengenai bantuan hukum timbal balik yang berpotensi dituju oleh koruptor

Indonesia.108

106. Eko Ari Wibowo, “Fakta Seputar RUU MLA Indonesia-Swiss Yang Bakal di Sahkan”,
nasional.tempo.co, 8 Juli 2020, https://nasional.tempo.co/read/1362515/(1 Februari 2021 Pukul 20:
25 WIB)

107. Adi Wikanto, “Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia Untuk Simpan Hasil
Korupsi”, nasional.kontan.id, 15 Juli 2020 https://nasional.kontan.co.id/news/swiss- (3 Februari
2021 Pukul 20:34 WIB)

108. Putra Prima Perdana,“Perjanjian MLA Indonesia-Swiss disebut Bukti Keberanian
Jokowi Perangi Kejahatan Pajak”, kompas.com, 6 Februari 2019
https://regional.kompas.com/20584151/ (1 Februari 2021 Pukul 16:18 WIB)

https://nasional.tempo.co/read/1362515/fakta-seputar-ruu-mla-indonesia-swiss-yang-bakal-disahkan
https://nasional.kontan.co.id/news/swiss-
https://regional.kompas.com/read/2019/02/06/20584151/perjanjian-mla-indonesia-swiss-disebut-bukti-keberanian-jokowi-perangi
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Perjanjian bantuan hukum timbal balik merupakan suatu kerjasama yang

sangat efektif dalam pelaksanaanya jika bantuan tersebut dapat dijalankan secara

maksimal. Bantuan hukum timbal balik sendiri tidak hanya semata-mata

mencangkup kerjasama selama proses peradilan tetapi perampasan hasil tindak

pidana termasuk lingkup sebagai bentuk dari peningkatan kerjasama bantuan

hukum timbal balik yang dilakukan antar negara.109

Perundang-undangan nasional telah membuat peraturan mengenai bantuan

hukum timbal balik dalam pidana sebagai payung hukum sekaligus dasar utama

dalam pembentukan perjanjian kerjasama bantuan hukum timbal balik dengan

negara lain. Peraturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Disamping

telah adanya peraturan nasional yang mengatur bantuan hukum timbal balik,

Indonesia secara aktif juga perlu menambah perjanjian kerjasama dalam bantuan

hukum timbal balik dengan negara lain. Pelaksanaan bantuan hukum acap kali

sering mengalami permasalahan yang perlu diketahui mekanisme bantuan hukum

timbal balik khususnya antara Indonesia dengan Australia sebagai salah satu

langkah untuk melihat bagaimana proses tata cara bantuan hukum timbal balik

dapat dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan

Hukum Timbal Balik dalam hal perampasan hasil tindak pidana korupsi.

Sehubung dengan hal tersebut, maka fokus skripsi ini diutamakan dalam hal

bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dengan Australia untuk perampasan

109. Sulaeman, Efektifitas Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual
Legal Assistance In Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Ke
Luar Negeri, UIN Alauddin, Makassar, 2015, pada http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2226/1.pdf
(1 Februari 2021 Pukul 16:18 WIB)

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2226/1/Sulaeman.pdf
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hasil tindak pidana korupsi dengan tema tentang “MEKANISME BANTUAN

HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK

PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme bantuan hukum timbal balik dalam rangka

perampasan hasil tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Australia?

2. Apa saja lembaga yang terlibat dalam perampasan hasil tindak pidana

korupsi melalui bantuan hukum timbal balik di Indonesia dan di Australia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai agar

dapat lebih terarah mengenai bantuan hukum timbal balik dalam perampasan hasil

tindak pidana korupsi terkhususnya Indonesia dengan Australia sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan bantuan

hukum timbal balik dalam perampasan hasil tindak pidana korupsi antara

Indonesia dengan Australia ;

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan lembaga yang terlibat dari pihak

Indonesia dan pihak Australia dalam proses perampasan hasil tindak

pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keilmuan baik

secara teoritis maupun secara normatif :
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1. Secara Teortis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam

bidang khususnya hukum pidana internasional, dan menjadi sumbangsih

mengenai pemahaman serta pandangan bantuan hukum timbal balik.

Hasil penelitian juga diharapkan sebagai sumber yang akan digunakan

untuk membangun konsep teoritis untuk penelitian selanjutnya khusus

yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan

Australia mengenai perampasan hasil tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian dibuat dengan harapan dapat dipergunakan sebagai

masukan bagi Penegak Hukum dalam penerapan bantuan hukum timbal

balik. Selain itu, dapat bermanfaat sebagai sumber kajian mengenai

bidang hukum pidana internasional yang berkaitan dengan bantuan

hukum timbal balik antara Indonesia dengan Australia dalam perkara

perampasan hasil tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Agar dapat menganalisis bantuan hukum timbal balik di Indonesia

khususnya mengenai tindak pidana korupsi, penulis menggunakan beberapa

konsep yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu : 1) Bantuan Hukum Timbal

balik Dalam Masalah Pidana / Mutual Legal Assistance; 2) Perampasan; 3) Hasil

Tindak Pidana; 4)Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu istilah-istilah tersebut akan

dijelaskan sebagaimana berikut ini;
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1. Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana /Mutual Legal

Assistance

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana berawal

dari kerjasama bantuan antar kepolisian dari negara-negara yang berbeda

untuk mendapatkan alat bukti yang disebut Letters Rogatory.110 Letter

Rogatory adalah surat yang diperoleh dari bantuan negara lain yang

diterbitkan oleh pengadilan suatu negara yang didasarkan pada prinsip

kedaulatan. Pada saat itu pengadilan suatu negara dilarang untuk

melaksanakan kekuasaannya diluar dari wilayah yuridiksi yang dimiliki

negara tersebut. Jika memang dibutuhkan, maka negara yang meminta

harus meminta persetujuan izin kepada negara yang ingin diminta. Letter

Rogetory yang awal mula hanya berupa surat meminta bantuan mulai

berkembang seiring dengan perkembangan peristiwa hukum menjadi

berupa perjanjian kerjasama yang diketahui saat ini adalah Bantuan

Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana /Mutual Legal Assistance.

Bantuan hukum timbal balik telah memiliki beberapa konvensi

internasional sebagai instrumen hukum. Yaitu United Nations Convention

Against Transnational Organized Crime/ UNTOC , lalu ada juga Model

Treaty On Mutual Assistance In Criminal Minds. Kemudian Indonesia

sendiri telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional menjadi

Undang-Undang.

110. Firdaus, Jurnal Penelitian Hukum LIPI : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, dikutip dari International
Assistance, 2017, hlm 354. pada https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/d/303 (31 Januari
2021 Pukul 13:30 WIB)

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/303


13

Mutual Legal Assistance/ Bantuan Timbal Balik dalam Masalah

Pidana menurut Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2006 adalah suatu

permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyidikan penuntutan dan

pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yuridiksi

negara diminta.111 disebutkan konvensi UNTOC yang telah di retifikasi

dalam UU, mengatakan secara tegas untuk mendorong bentuk kerjasama

bantuan timbal balik dalam mengatasi tindak pidana yang menjadi ruang

lingkup Transnational Organzed Crime/TOC.112 Melalui lembaga PBB

yaitu United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) juga

memberikan pengertiannya bahwa bantuan hukum timbal balik

merupakan suatu prosedur kerjasama internasional dimana negara yang

mengajukan dan menerima bantuan untuk mengumpulkan alat bukti yang

akan digunakan dalam penyidikan, penuntutan kasus-kasus kejahatan dan

dalam melacak, membekukan dan menyita hasil kejahatan.113

2. Perampasan

Pengertian perampasan aset tercantum dalam UU Nomor 1

Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah

Pidana Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa perampasan adalah upaya

paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah

diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana

111. Republik Indonesia, UU Nomor 1, tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana, Bab I, pasal 3, tahun 2006.

112. Firdaus.,Op .cit, hlm 4.
113. Peter Langseth, United Nations Handbook On Practical Anti-Corruption Measures

For Prosecutors And Investigators, Vienna : UNODC, 2004, hlm.120. pada
https://www.unodc.org/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf (31 Januari 2021
Pukul 13:31 WIB)

https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf
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yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau

Negara asing.

3. Hasil Tindak Pidana

Hasil Tindak Pidana menurut UU Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 1

angka 7 menyatakan setiap aset yang di dapatkan berasal dari harta

kekayaan hasil dari tindak pidana baik langsung maupun tidak langsung,

dikonvensi atau diubah atau keuntungan ekonomi yang didapatkan dari

harta kekayaan tersebut.

4. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptos.

corruption berasal pula dari kata asal corrumpere, yaitu suatu bahasa latin

yang lebih tua yang dari bahasa tersebut turunlah beberapa bahasa yang

kebanyakan dipakai di negara Eropa. Indonesia sendiri menggunakan kata

korupsi yang turun dari bahasa Belanda berawal dari corruption

(korruptie) yang berubah menjadi “Korupsi”114. Sedangkan menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi diartikan sebagai penggelapan

atau penyelewengan uang negara atau perusahaan demi kepentingan

pribadi atau orang lain yang menyebabkan kerugian115. The Lexicon

Webster mengartikan korupsi sebagai suatu kata kebusukan, keburukan,

kebejatan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan suatu

perbuatan yang tidak bermoral “[Corruption {L.corruptio (n-)} The act of

114. Ruslan Renggong: Hukum Pidana Khusus, dikutip dari Pemberantasan Korupsi
Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional: Andi Hamzah, Pranada Media, Jakarta, 2017,
hlm 60.

115. Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, P.T Alumni,
Bandung 2015, hlm83.
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corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive decomposition,

putrid matter; moral prevention; depravity, prevention of integrity;

corrupt or dishonest proceedings, bribery; prevention from state of purity;

debasement; as of language; a debased from a word]”116

Korupsi menurut Sayed Hussein Alatas adalah penyalahgunaan

kekuasaan/amanah untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada

kepentingan umum dimana kepentingan pribadi tersebut melanggar

norma-norma, kesejahteraan umum, tugas, pengkhianatan, penipuan dan

kebodohan yang luar biasa mengakibatkan masyarakat menderita luar

biasa.117 sedangkan Beneveniste dalam Suyanto mendefinisikan korupsi

terbagi dalam 4 jenis, yaitu:118

a) Discretionery Corruption, yaitu korupsi yang disebabkan karena

adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan yang bersifat sah.

b) Illegal Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan untuk bermaksud

mengacaukan suatu peraturan hukum atau regulasi tertentu.

c) Mercenery Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan untuk

kepentingan pribadi dengan cara melakukan penyelewengan

kekuasaan.

d) Ideological Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan untuk maksud

mengejar kepentingan suatu kelompok.

116. Ibid, dikutip dari Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional: Andi Hamzah, hlm. 84.

117. Ibid,dikutip dari Tindak Pidana Khusus: Aziz Syamsuddin, hlm. 61.
118. Ibid, dikutip dari Memberantas korupsi Bersama KPK: Kajian yuridis Normatif UU

Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002 :
Ermansyah Djaja, hlm. 105.
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Kemudian Mahzar mendefiniskan korupsi sebagai sesuatu

tindakan yang tidak sah untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau

kelompok. Ia juga menekankan bahwasanya korupsi merupakan

penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan kepentingan pribadi.119

Dalam Black’s Law Dictionary, Henry Campbell Black memberikan

definisi tentang korupsiu. Secara arti bebas, kerupsi adalah suatu

perbuatan yang dilakukan dengan maksud tujuan untuk memberikan

keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi yang

menggunakan jabatannya/kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan

kepentingan pribadi atau/ kelompok.120

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat di

UU Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi adalah pebuatan yang dilakukan oleh

seseorang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara

menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki menyebabkan kerugian bagi

perekonomian suatu negara.121 Maka dapat disimpulkan bahwasanya

korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan oleh individu

atau/ kelompok untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau/kelompok

yang memiliki dampak merugika bagi kepentingan masyarakat dan

negara.

119. Mansyur Semma: Negara Dan Korupsi, dikutip dari Pemberantasan Korupsi Menuju
Tata Pemerintahan Yang Lebih Baik (Makalah Seminar Internasional)Praktik-Praktik Yang Baik
Dalam Memerangi Korupsi di Asia : Asyumar Mahzar, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008,
hlm. 14.

120. Ibid, hlm. 34.
121. Republik Indonesia, UU Nomor 31, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pasal 3, tahun 1999.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban ialah prinsip yang didasarkan pada hukum

pidana atau yang dikenal dengan asas “geenstraf zonder schuld” (tiada

pidana tanpa kesalahan) artinya seseorang tidak dapat di pidana tanpa

adanya kesalahan. Kesalahan di dalam pertanggungjawaban pidana

merupakan suatu unsur yang subjektif yang artinya kesalahan dapat

diartikan secara luas.122 Dalam hal ini teori dualistis beranggapan bahwa

kesalahan dapat dikeluarkan dari tindak pidana dan kesalahan dapat

ditempatkan sebagai penentu pertanggungjawaban seseorang atas suatu

perbuatan. Moeljanto menyebutkan bahwasanya istilah perbuatan pidana

adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang memiliki sanksi

pidana tertentu di tujukan bagi siapapun untuk tidak melanggar perbuatan

tersebut.123

Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai sesuatu yang ada,

artinya bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

sepanjang seseorang tersebut tidak memiliki pembelaan dalam melakukan

suatu tindak pidana.124 Suatu pertanggungjawaban pidana terdapat dua

unsur di dalam nya yakni Tindak Pidana (daadstrafrecht) dan Pelaku

122. H.M Hamdan, Hukum Dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP, Usu
Press, Medan, 2010, hlm.59.

123. Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.
124.Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 64.
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Tindak Pidana (daderstrafrecht).125 Tindak pidana adalah suatu perbuatan

atau serangkaian perbuatan yang sangat melekat dengan sanksi pidana.126

Sedangkan pelaku tindak pidana adalah seseorang yang telah melakukan

perbuatan yang terdapat kesalahan yang kemudian di pidana atas

kesalahannya tersebut.127 Perbuatan yang dimaksudkan adalah suatu

perbuatan yang dilarang dengan adanya ancaman pidana yang

diberikan.128 Perbuatan tersebut merujuk kepada kesalahan yang dianggap

sebagai suatu larangan oleh negara dan masyarakat.

Menurut Pandangan E.Mezger pengertian kesalahan sebagai

berikut :129

a. Kemampuan bertanggung jawab (zurechnung stahingist);

b. Terdapat bentuk kesalahan (schuld form) berupa kesengajaan

(vorzatz) dan culpa (tahrlassing keit);

c. Penghapusan keselahan di tiadakan (keine schuld ansshiessungs

grummade).

Secara keseluruhan pertanggungjawaban pidana dapat diartikan

sebagai pertanggungjawaban orang atas perbuatan tindak pidana yang

dilakukannya yang memiliki sanksi ancaman pidana.

2. Teori Interdependensi

125. Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar maju, Bandung, 2012,
hlm. 96.

126. Chairul Huda, Ibid, hlm.15.
127. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru,

Jakarta, 1983, hlm. 75.
128. Chairul Huda, Ibid, hlm. 71.
129. E.Mezger, dikutip dari Leden Marpaung : Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat

Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.
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Teori interndependensi adalah suatu teori yang dikemukakan

oleh Keohane dan JosefNye mengenai suatu fenomena saling

ketergantungan antara dua negara. Keohane dan JosefNye

mengemukakan bahwasanya interdependensi adalah suatu hubungan

timbal balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam

hubungan internasional yang menuju pada perubahan.130 Teori ini juga

mengatakan bahwa negara secara utuh tidak dapat memenuhi kebutuhan

sendiri dan membutuhkan peran negara lain dalam memenuhi kebutuhan

tersebut.131

Konsep ini muncul dari prespektif liberal, dimana teori ini

dimaksudkan dalam suatu ketergantungan yang disebabkan karna adanya

kerjasama yang terjalin oleh negara yang satu dengan negara yang lain.

Konsep ini memilik hal yang sangat penting yaitu kemampuan tawar-

menawar serta kekuataan untuk dapat melakukan hubungan timbal balik

suatu negara.132

3. Teori Yuridiksi

Yuridiksi adalah kekuasaan hukum negara terhadap orang, benda,

atau peristiwa hukum.133 Konsep yuridiksi sendiri terbagi ke dalam

beberapa prinsip yaitu :134

a. Yuridiksi Teritorial

130. Yanuar Akbar, Ekonomi Politik Internasional 2- Implementasi Konsep dan Teori,
PT.Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 184.

131. Perpustakaan Lemhannas R, http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/, hlm. 5.
132. Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 4.
133. Leonard Marpaung, Yuridiksi Negara Menurut Hukum Internasional,

https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf , 2017, hlm. 1.
134 Ibid, hlm. 2-6.

http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000244/swf/5560/files/basic-html/page5.html
https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf


20

Menurut Starke, yuridiksi ini dapat diartikan sebagai hak

kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara dalam

membuat peraturan perundang-undangan dimana dalam peraturan

tersebutnegara memiliki kewenangan dalam kejahatan yang terjadi di

wilayah teritorialnya. Selain itu, negara juga berhak untuk

memaksakan berlakunya peraturan tersebut kepada individu, benda

atau masalah yang akan terjadi di dalam batas wilayah dari negara

yang bersangkutan.

Yuridiksi teritorial juga mengalami perluasan yang

ditimbulkan akibat dari kemajuan teknologi, transportasi dan

komunikasi. Dengan adanya kemajuan tersebut guna mengantisipasi

pemanfaatan dan penyalahgunaan maka perluasan yang dimaksudkan

dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu:

1) Prinsip teritorial subyektif yaitu prinsip ini memperkenakan

negara untuk menyatakan hak kewenangannya terhadap suatu

tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam

wilayah negaranya walaupun penyelesaiannya di wilayah negara

lain;

2) Prinsip teritorial obyektif yaitu prinsip yang memperkenakan

negara untuk menyatakan hak kewenangannya terhadap suatu

tindak pidana yang terjadi diluar yuridiksi negara tersebut

namun dampak atau penyelesaiannya di negara sendiri;
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Menurut prinsip yuridiksi teritorial ini bahwasanya negara

mempunyai yuridiksi terhadap persoalan dan kejadian di dalam

wilayahnya baik terhadap semua orang, benda perkara-perkara

pidana maupun perdata dan kaitannya sangat erat dengan suatu

wilayah.

b. Yuridiksi Personal

Suatu negara dapat mengadili warga negaranya dimana pun

wilayah terjadinya kejahatan tersebut. Sebaliknya negaar juga

berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga

negaranya yang berada diluar wilayah yuridiksinya. Adapun prinsip

ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1) Prinsip nasionalitas aktif yaitu prinsip dimana negara dapat

melaksanakan yuridiksinya terhadap warga negaranya dan

negara tidak berkewajiban untuk menyerahkan warga negara nya

yang telah melakukan suatu tindak pidana ke negara lain.

2) Prinsip nasionalitas pasif yaitu prinsip dimana negara

membenarkan untuk menjalankan hak kewajibannya apabila

warga negaranya menderita kerugian untuk memberikan

perlindungan.

c. Yuridiksi menurut prinsip perlindungan

Suatu negara dapat melaksankan yuridiksinya kepada warga

negara asing sepanjang warga negara tersebut melakuakn suatu tindak

pidana yang diduga mengancam kepentingan keamanan, integritas
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dan kemerdekaan negara tersebut. Pada penerapannya, prinsip ini

dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yuridiksi suatu negara

dimana dalam peraturan perundang-undangan pada negara tertentu

tidak mengatur perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana.

d. Yuridiksi Universal

Setiap negara memiliki yuridiksi terhadap suatu tindak

pidana yang mengancam masyarakat internasional. Lahirnya

yuridiksi ini tidak melihat letak tempat perbuatan tindak pidana

terjadi atau warga negara mana yang melakuka tindak pidana tersebut,

tetapi melihat dari jenis kejahatan yang dilakukan yang mengancam

keselamatan masyarakata internasional. Prinsip ini lahir dengan

diakui nya azas Universal yang secara keseluruhan negara mengakui

dan mengklaim azas ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

Yang artinya bahwa penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan

kaidah atau norma hukum yang berlaku135 yang terdapat didalam peraturan

perundang-undangan nasional maupun perjanjian kerjasama internasional

mengenai bantuan hukum timbal balik.

2. Pendekatan Penelitian

135. Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Malang 2010, hlm. 295.
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Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)

Suatu pendekatan yang menginterpretasikan hal-hal yang

bersifat teoritis yang menyangkut peraturan perundang-undangan

untuk memperkaya pertimbangan hukum yang akan dihadapi.136

kemudian melalui pendekatan ini akan mendapatkan informasi dari

segala aspek isu yang akan dibahas untuk mendapatkan jawaban

dikarenakan fokus penelitian ini juga melihat dari aspek peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Historis (Historical Approach)137

Suatu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan

aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, pendekatan ini juga

memahami perubahan serta perkembangan filosofis yang melandasi

aturan hukum tersebut138 sehingga dalam penelitian ini dapat

mempertimbangkan fakta yang terjadi terkait dengan kasus korupsi

yang terjadi di Indonesia yang meminta bantuan hukum timbal balik

atau sebaliknya.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

136. Ibid.
137. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

2005, hlm. 166.
138. Ibid.
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Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam

penelitian hukum normatif yang digunakan untuk membangun

argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi dilapangan.

Jenis pendekatan bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan

keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan

prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan

telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok

yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim

untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai

argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.139

3. Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan dan

konvensi internasional berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik

dalam perampasan hasil tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),2003;

2) United Nations Convention Against Transnational Organized

Crime, 2004;

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

139. Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, CV. Jakad Media
Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 86.
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4) Criminal Code Act 1995;

5) Mutual Assistance In Criminal Matters Act 1987;

6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana;

9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan

United Nations Convention Against Illict In Narcotic Drugs And

Psychotropic Substance, 1988;

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan

dengan bahan hukum primer. Selain itu bahan hukum sekunder juga

berasal dari pendapat hukum/ doktrin/ teori yang diperoleh dari

literatur hukum, pendapat para ahli, dan jurnal penelitian hukum

yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan

penelitian ini berisikan informasi serta berbagai hasil seminar

kegiatan ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian didapatkan melalui

beberapa cara pengumpulan yaitu studi kepustakaan serta peraturan
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perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang

meliputi legislation maupun regulation140 untuk memecahkan isu

permasalahan hukum dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum juga didapatkan dari perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya, beberapa jurnal hukum internasional dan

nasional serta beberapa artikel yang berhubungan dengan bantuan hukum

timbal balik.

5. Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan

bahan-bahan hukum seperti data primer dan data sekunder yang

dilengkapi data tersier. Kemudian data-data tersebut diolah dengan

menganalisis bahan-bahan penelitian yang didapatkan dari hasil

pendekatan deskriptis analisis yang telah disusun secara sistematis.

Kemudian dianalisis yang berhubungan dengan penelitian ini dengan cara

membaca, membandingkan, menafsirkan serta melakukan penelusuran

melalui perundang-undangan.

6. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan cara

pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang

diawali dengan fakta atau data khusus yang kemudian ditarik kesimpulan

yang bersifat umum.141

140. Ibid, hlm. 237.
141. A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,

Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 17-18.
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